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1. Apa tugas/wewenang/fungsi BPHN? 

BPHN hanya menyusun Naskah Akademik yang berasal dari 

Kemenkumham. BPHN Terlibat dalam proses penyelarasan antara Naskah 

Akademik dan RUU. BPHN tidak wajib terlibat dalam penyusunan NA oleh 

Pemrakarsa selain dari Kemenkumham 

Prolegnas Prioritas (Tahunan) harus lengkap, Naskah Akademik, RUU yang 

sudah diharmonisasi. Pembentukan Naskah Akademik diserahkan ke 

Pemrakarsa, untuk Kemenkumham cq BPHN. Lampiran Penyusunan Naskah 



 
 

 
 

Akademik terdapat di Lampiran UU No. 12 Tahun 2011. Jangka menengah (5 

Tahun) cukup dengan konsepsi berdasarkan hasil penelitian 

2. Apakah UU Pengampunan Pajak melibatkan peran dari BPHN? Apa 

peranannya? 

BPHN terlibat dalam penyusunan UU Pengampunan Pajak tetapi tidak 

berperan besar. UU Pengampunan Pajak masuk dalam kategori urgensi 

nasional 

3. Apakah BPHN dilibatkan dalam Panitia Antar Kmeterian (PAK) dalam 

penyusunan Naskah Akademik dan RUU Pengampunan Pajak? 

BPHN dan Kemenkumham dan kementerian lain bersama-sama dilibatkan 

sekaligus dalam penyusunan UU Pengampunan Pajak. Untuk Ditjen PP 

berperan dalam harmonisasi draft RUU Pengampunan Pajak. 

4. Apakah RUU Pengampunan Pajak masuk dalam prolegnas prioritas? Pada 

tahun berapa prolegnas prioritas RUU Pengampunan Pajak tersebut? 

Iya, UU Pengampunan Pajak masuk dalam prolegnas prioritas pada tahun 

2016. 

5. Apakah Naskah Akademik RUU Pengampunan Pajak telah dilakukan proses 

pengkajian dan penyelarasan? Bagaimana proses pengkajian dan 

penyelarasan naskah akademik RUU Pengampunan Pajak berdasarkan Pasal 

19 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2011? 

Naskah Akademik dan RUU Pengampunan Pajak sudah dilakukan 

penyelarasan bersama BPHN dan Kemenkumham dan kementerian lain. 

Untuk materi muatan dari Naskah Akademik dan RUU Pengampunan Pajak 

dirapatkan sendiri oleh Kemenkeu. 

Dalam penyusunan prolegnas tahun 2015-2019 pada awalnya UU 

Pengampunan Pajak tidak masuk dalam agenda tetapi setelah terjadinya 

kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR maka UU Pengampunan Pajak 

dimasukan dalam agenda pembahasan prolegnas dan termasuk dalam 

prolegnas prioritas. 

6. Siapa saja lembaga yang terlibat dalam proses pengkajian dan penyelarasan? 

BPHN dan Ditjen PP bersma PAK. 

7. Apa saran dari BPHN dalam penyusunan Naskah Akademik RUU 

Pengampunan Pajak? 



 
 

 
 

BPHN memberikan beberapa catatan dalam penyusunan Naskah Akademik 

seperti latar belakang, pendekatan yang digunakan dan hal yang perlu diatur 

tentang apa 
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1. Apakah UU Pengadilan Pajak pada saat ini telah mengakomodir kebutuhan 

wajib pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak di Pengadilan Pajak? 

Segala proses penyelesaian sengketa pajak harus bersumber pada Pasal 23 A 

UUD 1945. Terkai tujuan tax amnesty seharusnya keterbukaan informasi 

merupakan tujuan pertama dari UU Pengampunan Pajak. Peraturan Pas Final 

menciderai pemberlakuan UU Pengampunan Pajak, seharusnya UU 

Pengampunan Pajak adalah upaya hukum terakhir. 

2. Bagaimana sikap anda terkait tertutupnya (tidak dapat diakasesnya) putusan 

Pengadilan Pajak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap? 

Ketika terjadi sengketa pajak di Pengadilan Pajak seharusnya wajib pajak 

sudah tau bahwa sengketanya sudah masuk dalam domain publik. Seharusnya 

sudah ada semangat kesepakatan yang sama antara fiskus dengan wajib pajak 

dalam menyelesaikan sengketa pajaknya sebelum masuk dalam proses 



 
 

 
 

peradilan. Pembatasan rahasia wajib pajak terbatas pada tahap administrasi 

sebelum proses peradilan. Saat setelah proses peradilan selesai maka 

masyarakat berhak mengkritisi putusan pengadilan pajak. 

3. Bagaimana sikap anda terhadap rekrutment Hakim Pengadilan Pajak saat ini? 

Apakah rekrutment Hakim Karir dapat diterapkan pada Hakim Pengadilan 

Pajak? 

Hakim Pengadilan Pajak yang direkrut harus yang memiliki kualitas yang 

dapat menakomodir  

4. Bagaimana pendapat anda terkait Putusan MK No. 6/PUU-XIV/2016 tentang 

periodesasi masa jabatan Hakim Pengadilan Pajak? 

Kebijaksanaan untuk menjadi hakim tidak dapat diukur dengan usia (45 

tahun) 

5. Bagaimana pendapat anda terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang bersifat 

akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap? 

Dari internal sumber daya manusia baik fiskus dan wajib pajak harus 

diperbaiki dulu untuk menghindari sengketa pajak yang terjadi. Pengenaan 

sanksi yang sesuai seperti penetapan jumlah nominal tertentu. 

6. Apa harapan anda terhadap Pengadilan Pajak agar dapat menjadi badan 

peradilan yang lebih baik di masa yang akan datang? 

Untuk tempat bersidang Pengadilan Pajak harus merata di daerah di Indonesia 

untuk mengakomodir wajib pajak dan meningkatkan pelayanan. Hakim 

Pengadilan Pajak harus meningkatkan kualitas di bidang perpajakan agar 

dapat mengakomodir fiskus dan wajib pajak. Putusan Pengadilan Pajak dapat 

terbuka sebagai pembelajaran masyarakat 
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1. Apakah UU Pengadilan Pajak pada saat ini telah mengakomodir kebutuhan 

wajib pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak di Pengadilan Pajak? 

Dalam memutus sengketa pajak Hakim Pengadilan Pajak harus berpedoman 

kepada UU Nomor 12 Tahun 2011. Undang-Undang Perpajakan saat ini 

masih tidak sinkron dan perlu ada sinkronisasi dan pengharmonisasian (Teori 

Stufen). Dari segi tata tertib siding Pengadilan Pajak saat ini sudah baik tetapi 

dari segi rekrutment Hakim Pengadilan Pajak perlu diperbaiki yang memiliki 

pengetahuan perpajakan yang baik. 

2. Bagaimana tanggapan anda terkait kedudukan Pengadilan Pajak yang berada 

di bawah dua lembaga yaitu Menteri Keuangan dan Mahkamah Agung? 

Status Hakim Pengadilan Pajak harus jelas dan independen di bawah 

Mahkamah Agung yang sekarang Pengadilan Pajak masih berada di dua kaki 

antara Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung. Perlu dipikirkan 



 
 

 
 

tentang pembentukan tempat bersidang Pengadilan Pajak di daerah lain di 

Indonesia untuk mencerminkan biaya murah, cepat dan sederhana 

3. Sebagai badan peradilan, apakah Pengadilan Pajak harus independen dalam 

memutus suatu sengketa pajak? 

Jika iya, hal-hal apa saja yang dapat dilakukan Pengadilan Pajak agar dapat 

secara merdeka memutus suatu sengketa pajak? 

4. Bagaimana sikap anda terkait tertutupnya (tidak dapat diakasesnya) putusan 

Pengadilan Pajak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap? 

Sebenarnya Putusan Pengadilan Pajak bersifat terbuka namun lebih baik 

untuk identitas Wajib Pajak untuk disamarkan agar tidak dimanfaatkan oleh 

kompetitornya yang lain. Selain itu dengan adanya keterbukaan informasi 

publik sudah ada kesepakatan untuk yang memiliki kepentingan boleh tetapi 

yang tidak berkepentingan tidak boleh. 

5. Bagaimana sikap anda terhadap rekrutment Hakim Pengadilan Pajak saat ini? 

Apakah rekrutment Hakim Karir dapat diterapkan pada Hakim Pengadilan 

Pajak? 

Dapat di rekrutment dari berbagai instansi salah satunya dari anggota Tax 

Center yang memiliki pengetahuan pajak yang baik. Seharunya UU 

Pengadilan Pajak di rubah yaitu di bawah kekuasaan MA termasuk Hakim 

karier juga diperlukan. Pengawasan Hakim oleh KY juga tidak maksimal. 

6. Bagaimana pendapat anda terkait Putusan MK No. 6/PUU-XIV/2016 tentang 

periodesasi masa jabatan Hakim Pengadilan Pajak? 

Usia Hakim Pengadilan Pajak disetarakan dengan usia Hakim Pengadilan 

Tinggi yaitu 67 Tahun bukan ke periodesisasinya. Periodesasi Hakim 

Pengailan Pajak 5 tahun sekali juga penting sebagai sarana pengawasan. 

7. Bagaimana pendapat anda terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang bersifat 

akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap? 

Pada saat pemeriksaan keberatan pada tahap 1 dilakukan oleh instansi lain 

bukan atas instansi yang sama, seharusnya institusi keberatan terapat di 

institusi lain seperti Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Tidak ada kasasi karena 

Hakim Agung tidak memiliki pengetahuan perpajakan. 

8. Apa harapan anda terhadap Pengadilan Pajak agar dapat menjadi badan 

peradilan yang lebih baik di masa yang akan datang? 

Bahwa Pengadilan Pajak harus di bawah satu atap oleh MA, Pengadilan Pajak 

dengan sistem komputerisasi (fasilitas khusus), Pengawasan Hakim, 



 
 

 
 

Rekrutment Hakim Karier yang mengerti pajak, kompetensi relatif kedudukan 

Pengadilan Pajak di daerah-daerah di Indonesia, Keterbukaan informasi 

publik untuk menyamarkan nama wajib pajak untuk tidak dimanfaatkan oleh 

competitor lain untuk kepentingan penerimaan Negara. Seharusnya ada 

peraturan khusus tentang Kuasa Hukum Pengadilan Pajak berada diluar 

kewenangan Pengadilan Pajak dan dapat diatur oleh instansi khusus. 
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1. Bagaimana sejarah kebijakan pengampunan pajak di Indonesia? 

Tujuan UU Pengampunan Pajak adalah untuk meningkatkan perekonomian 

Negara, untuk sebagai anggota AEOI (Automatic Exchange of Financial 

Account Information) di tahun 2017 dalam rangka keterbukaan informasi 

keuangan, repratiasi asset yang berada di luar negeri.  

2. Apakah RUU Pengampunan Pajak masuk dalam prolegnas prioritas? Apa 

alasannya? 

Iya, pengamunan pajak merupakan pintu masuk DJP untuk reformasi 

perpajakan dari segi regulasi, kelembagaan dan SDM dan setelah itu barulah 

penegakan hukum yang tegas. 

3. Bagaimana proses pembentukan Naskah Akademik dan RUU Pengampunan 

Pajak? 

Dalama proses pembahasan Naskah akademik dan RUU Pengampunan Pajak 

secara simultan secara bersama-sama.  

4. Siapa yang terlibat dalam Panitia Antar Kementerian (PAK) untuk 

penyusunan Naskah Akademik Pengampunan Pajak? 

Pada kenyataanya tidak ada unit khusus di DJP yang megurus pembentukan 

UU Perpajakan. Panitia Antar Kementerian (PAK) pembentukan UU 



 
 

 
 

Pengampunan Pajak adalah Kemenkumham, Kementerian Sekretariat Negara, 

dan Kementerian Perekonomian. 

5. Apakah saat pembahasan Naskah Akademik dan RUU Pengampunan Pajak 

yang dilakukan oleh Panitia Antar Kementerian (PAK) juga melibatkan 

BPHN dan Ditjen PP? 

Dilakukan secara stimultan secara bersama-sama 

6. Apakah dalam penyusunan Naskah Akademik dan RUU Pengampunan Pajak 

ini dalam pembahasannya sama dengan pembahasan untuk UU pajak lainnya? 

Berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses pembentukan UU 

Pengampunan Pajak? 

Berbeda karena UU Pengampunan Pajak masuk dalam prolegnas prioritas 

7. Apakah Naskah Akademik dan RUU Pengampunan Pajak ini menerima 

masukan dari masyarakat seperti di upload dalam website atau sosialisasi 

lainnya? 

Alasan kenapa dalam proses pembentukan UU Pengampunan Pajak tertutup 

adalah karena dikhawatirkan wajib pajak akan mengelembungkan harta di 

SPT. Penyusunan UU Pengampunan Pajak pada dasarnya dilakukan secara 

terbuka tetapi terbatas dan proses yang cepat karena untuk menghindari 

pengelembungan pajak (moral hazard). 

Dalam mengupload draft peraturan perundang-undangan di website DJP 

untuk tarif pajak memang tidak dicantumkan karena merupakan hal yang 

sensitif dan harus berdasarkan kesepakatan terlebih dahulu oleh lembaga-

lembaga yang berkepentingan yaitu DJP, PAK, Setneg dan lain-lain. 

Sedangkan secara terbuka dan lengkap akan dishare jika sudah dalam bentuk 

RUU. 

8. Apakah Naskah Akademik Pengampunan Pajak sudah melalui tahap 

pengkajian dan penyelarasan? 

Sudah dilakukan secara stimultan secara bersama-sama 

9. Apakah RUU Pengampunan Pajak sudah melalui tahap pengharmonisasian, 

pembulatan dan pemantapan konsepsi? 

Sudah dilakukan secara stimultan secara bersama-sama 

10. Pada saat pembahasan bersama DPR meliputi rapat dengar pendapat dan 

FGD, apakah ada Daftar Inventaris Masalah (DIM) dalam UU Pengampunan 

Pajak? 



 
 

 
 

Sudah ada pembahasan materi UU Pengampunan Pajak di internal 

Pemerintah khusus aspek pajak. Dalam hal tarif dan periode pengampunan 

pajak pajak di dalam UU Pengampunan Pajak merupakan usul dari Pimpinan 

yaitu Menteri dan Presiden dan di bahas di DPR dan disetujui bersama. 

11. Apakah proses pembentukan UU Pengampunan Pajak di Indonesia berbeda 

dengan proses pembentukan UU perpajakan lainnya? 

Berbeda karena UU Pengampunan Pajak masuk dalam prolegnas prioritas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 


